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ABSTRAKSI 

Untuk menunjang kegiatan manusia maka diperlukan suatu bangunan yang 

dapat melindungi kegiatan manusia. Suatu bangunan yang didirikan harus memiliki 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai wujud bahwa penyelenggaraan proyek 

konstruksi bangunan telah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Kesadaran masyarakat untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam IMB dinilai 

kurang saat ini, maka perlu dilakukannya pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, skripsi ini akan mengkaji tiga masalah 

yaitu: 1) bagaimana ketentuan pemberian IMB yang diatur Pemerintah Kota 

Semarang?; 2) bagaimana pengawasan Pemerintah Kota Semarang dalam pemberian 

IMB?;dan 3) apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dan 

bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan 

pemberian IMB? Dari ketiga masalah yang timbul maka dilakukan penelitian 

mengenai pengawasan pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pemberian 

IMB. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan yuridis 

empirik. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun mengenai teknis 

pengumpulan data penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data 

primer didapat dari studi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara 

studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan 

menggunakan teori hukum, analisis dan peraturan perundang-undangan. 

Perumusan ketentuan pengaturan IMB di Kota Semarang antara lain diatur 

dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan 

Gedung, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Semarang dan Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Publik Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, 

pengawasan Pemerintah Kota Semarang terdiri atas pengawasan preventif dan 

pengawasan represif. Pengawasan represif dilakukan oleh BAPPEDA, DTKP dan 

BPPT sedangkan pengawasan preventif dilakukan oleh BPPT, DTKP dan SATPOL 

PP. Hambatan yang dihadapi masing-masing instansi secara umum meliputi 

hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal terdiri atas keterbatasan biaya, 

SDM dan komitmen pemerintah Kota Semarang dalam mentaati Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Semarang Tahun 2011-2031. Hambatan eksternal yang dihadapi meliputi 

ketidaktaatan masyarakat dalam pemenuhan syarat permohonan IMB dan kurangnya 

kesadaran hukum dari masyarakat dalam memenuhi ketentuan yang terdapat dalam 

IMB. 

 

Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengawasan, bangunan gedung. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain.” (QS. Al-Insyirah:7) 

“God is certainly with the righteous ones.” (QS. Al Ankabut:69) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Saya persembahkan Skripsi ini untuk: 

1. Allah SWT 

2. Orang Tua dan Kakak terhebat 

3. Teman-teman dan sahabat terbaik 

4. Orang-orang yang pernah menjadi 

semangatku 

5. Universitas Katolik Soegijapranata 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang 

diberikan kepada penulis, sehingga penulis diberi kelancaran dan mampu 

menyelesaikan dengan baik skripsi ini dengan judul: “Pengawasan Pemerintah Kota 

Semarang Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”. Skripsi 

ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat terselesaikannya progam sarjana strata 

satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. 

Dalam penulisan ini, penulis ingin menggambarkan mengenai pengawasan 

pemerintah Kota Semarang dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kota Semarang. Pengawasan yang dilakukan pemerintah meliputi pengawasan yang 

dilakukannya sebelum IMB diterbitkan ataupun setelah IMB diterbitkan. Pengaturan 

mengenai IMB diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

Tentang Bangunan Gedung. Peraturan daerah tersebut mengatur syarat dan prosedur 

yang harus dipenuhi masyarakat apabila ingin mengajukan permohonan IMB. IMB 

yang dimaksud bertujuan untuk mengendalikan setiap kegiatan mendirikan bangunan 

agar tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, keserasian tata ruang 

Kota Semarang dan menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan 

kepada pemegang ijin. Dalam penerbitan IMB, perlu dilakukannya pengawasan oleh 

pemerintah Kota Semarang agar pelaksanaan pembangunan terlaksana sebagaimana 

mestinya sesuai dengan peraturan perundangan.  
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